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PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
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NOMOR : 01 TAHUN 2088, - Y
iy -
TENTANG :

) PENDIRIAN SEKOLAH
‘DIKABUPATEN HALMAHERA TENS .=

BUFATIHALMAHERA TENGAH,

bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh
pendidikan - formal perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang
memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah
terhadap pembangunan bidang Pendidikan:
— ®

bahwa sehubungan denigan pertimbangan tersebut pada huruf a di
atas dipandang perlu dilaksanakan pendirian sekolah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat || Halmahera Tengah: -

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang : Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian:

Undang-Undang Nemz- 4+ ~zaun <2C3 tentang Pembentukan
Kabupate~ Ham~znzr3 ~l2ra. RKac.ocaisr Halmahera Selasar
Katucaie” <epoiasar Sula Katugas~ Haimansra Timur dart ¥
T ESE Ken . auar a Brogins hiaile, Jizra

unGsrg-w-3ang Nemor 17 Tahun 2073 =7ETZ Keozngan Negara;

wndang-urdang Nomor 20 Tabur 2083 ientang  Sistem

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara: :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan:;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen:
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Z.04 tentanc Pemeriksaan



11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daierah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar; ’ :

13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1899 tentang Pendidikan
Menengah:

14.Peraturan Pemerintah Nomor -‘IE Tahun 2005 tentang Standar
Nasinnal Pendidikan:

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan: :

“3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

T='2l."aT Femenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
nfermasi Keungan Daerah: .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
F’enyus_unan dan Penerapan Standar Felayanan Minimal:

20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
F‘embinaan dan Pengawasan atas Frenyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instans;i Pemerintah;

22 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Fresiden:

23 Peratra~ Pemrernian Nomer 38 Tanun 2357 leniang Pembagian
-"-387 Fs7ariniahan antara Permerinta- Pemernian  Daerah
="z "3 I3~ Perzririar Daerar Kaz.cawen Xz2t3

<* “=I.iosar Lenter Pencidikan can Kec_zayaan Nomo# 0490/U/1992

------ . o LI . - = L .
=7L802 s2«Can Menengah Kejuruan

e Penz zxan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
S I.

2 =zrziiran Daerah Kaoucaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun
<.-" lsntang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah:;



Menetapkan

29 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 25 Tahun

2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
BAB |
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Daa— Seraturan Bupat yang dimaksud dengan:
1. Da=erah adalah Kabupaten Halmahera Tengah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah. .

3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Halmahera Tengah. ; ]

5. Kepala Dinas. adalah Ke'paia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Tengah '

6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 'secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk: memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadiaan, kecerdasan, ahlak mulia serta
ketrampilan yang dipériukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

=

BAB Il
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pendirian Taman KanaK
Kanax (TK) Sekclah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan
S



& BAB il
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasgl 4
(1) Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), SMA dan SMK berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

(2) Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

- Pasal 5
Tam n Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Merengar Fzmam=
SMP) SMA dan SMK mempunyai tugas menyeglenggara<an oceTCc =37 2773
:E"_:E"‘ tilan berkembangnya polens CiCik 538r MenEc: manusia yans
22”2~ 3~ s&£Sagwa Kepada Tunan Yang Mahza Esa, sehat berimu caxkac
«rgauf gcan mandin.
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan
Bupati ini, TK, SD, SMP,"SMA dan SMK mempunyai fungsi:

a. Memberikan pembinaan anak didik yang bertumpuh pada nilai Agama dan
Budaya

b. Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik

¢. Menyusun program pendidikan sekolah sesuai kurikulum yang ditetapkan

d.  Melakukan kegiatan tata usaha

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 7
(1) Organisasi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD). terain dari
Kepala Sekolah

Kepala Tata Usanha
Guru —guru

[ I o 1}

(2) Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMFP), SMA dan SMK terdiri dari :
a. Kepala Sekolah
b. Wakil Kepala Sekolah
c. Kepala Tata Usaha
d. Guru—guru

(3) Struktur argani'sasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
sebagaimana tersebut dalam lampiran |, |l dan Il Peraturan Bupati ini.

—————————
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Pasal 9

Untuk menyenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Bupati ini
sekolah mempunyai fungsi menyusun dan mengorganisasikan perencanaan dan
kegiatan, melaksanakan dan melakukan pengawasan dan evaluasi menentukan
kebijakan dan mengambil keputusan serta mengatur adminisirasi kantor, siswa,
pegawai, perlengkapan, keuangan maupun mengatur hubungan sekolah dengan
masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah mempunyal tugas membantu kepala sekolah dalam
kegiatan, kurikulum, kesiswaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan xetatausanaan sexolan
23" pertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 peraturan ini kepala tata

usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Tata Usaha Sekolah dan Kebutuhan Kantor

b. Pengurusan Pengembangan Karir Pegawai Tata Usaha Sekolah

¢. Penyusunan dan Pemeliharaan serta penyajian perlengkapan Kantor dan
Data Statistik. :

d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan Sekolah
secara berkala.

Pasal 13

Guru-guru mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan
melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien meliputi;
program kerja tahunan pembelajaran dan perangkat lain yang melaksanakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bagi
keberhasilan peserta didik.

BAB WV
PEMBIAY AAN
Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sabh.

BAB VI

Pasal 15
(1) Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK diangkat cleh Bupati melalui
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2 Hecala



BAB VII
TATA KERJA
[ ; Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata
Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakkan prinsip
koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di VWeca
PadaTanggal S Januari 2008

;1

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 5 Januari 2009

IS DAERAH

prrereea!

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 01

B
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Lampiran: VI
Momor 01
Tentang

- Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Di Kabupaten Halmahera Tengah

. pendirian Sekolah/Perubahan Nama Sekolah TK,SD, SMP, SMA/SMK

Mo | Nama sekolah _Lakasifi(ecamatan Mata Anggéran
LAMA BARU -
7 ) I ) ] 4 ] S,
1 TK. Bobane Indal | Bobane Indah/Kec. Patani APBD
-2 TK. Darma Wanita Desa Were/Kec.Weda APBD
3/ TK. Pembina Weda Utara | Sagea/Kec. Weda Utara APBD
a |- TK. Pembina Pulau Gebe | Kapaleo/Kec.Pulau Gebe APBD
5 ' Tk Wairoroh Indah 11 | TK. Pembina wéd.: “wwelatan | Wairoro Indah/Kec Weda Selatan A!‘-‘l_i[}p
B | TK. Fatut Fie TK. Pembina Weda Were [Kec.Weda APBD
] 3 Tk Pembina Patani | Kipai /Kec.Patani hPE!‘.‘E
8 TK. Yeisowo Yeisowo/Kec.Patani APBD
] TK. Kipai Kipai/Kec.Patani APBD
10 TK. Gemials Gemia /Kec.Patani Utara APBD
11 |7k Gemiall Gemia /Kec.Patani Utara APBD
12 | TK. Mandiri TK. Pembina Patani l/tara Tepeleo/Kec.Patani Utara APBD
113 TK. Nurul limuy | Sakam/Patani Utara hﬂ
14 TK. Albakri ' Penitif Kec.Patani Utara APBD
15 TK. Masure Masure/Kec. Patani Utara APBD
16 . TK.Sibenpepo Sibenpopo/Kec. Patani APBD
17 TK. Moreala Moreala/Kec. Patani APBD
18 | TK. Bobane Jaya Bobane Jaya /Kec, Patani APBf};
19 TK. Banemo Ba nemo/Kec.Patani
20 TK. Lelilef Lelilef/Kec. Weda Utara

N4S
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